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BAB II 

             TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Teori dalam dunia ilmu hukum sangatlah penting keberadaannya, karena teori 

merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori menurut para 

ahli menganggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana 

memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. 

Melihat hal demikian dan juga fenomena yang terjadi untuk memecah 

masalah yang akan diteliti maka penulis merasa perlu dicantumkan teori-teori 

yang di anggap relevan dengan masalah yang diteliti.1 

2.1.1  Teori Efektivitas Hukum 

  Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum baik 

sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah 

membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya 

terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup 

efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat 

positif maupun negatif.  

        Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan 

harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap 

tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), 

ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion). 

Konsepkonsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan 

sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. 

Bilamana hukum tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan konsep-

konsep lain, yakni penggunaan (use), tidak menggunakan (nonuse) dan 

penyalahgunaan (misuse). 

       Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

                                                           
1 Ahid,N 2014 Konsep dan teori kurikulum.article. 
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1. Faktor Hukumnya Sendiri Hukum memiliki banyak dimensi sehingga saat 

ini sangat sulit untuk membrikan definisi-definisi yang konkrit dan dapat 

memadai dengan suatu kenyataan. Kendati demikian beberapa definisi dari 

para sarjana tetap digunakan untuk sebagai dukungan atau sebagai pedoman 

dan batasan dalam melakukan kajian terhadap hukum. Pada faktor pertama 

ini, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan 

baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran 

efektivitas pada faktor pertama adalah: 

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis.  

b.  Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.  

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidangbidang kehidupan tertentu sudah mengcukupi.  

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudag sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada.2 

2. Faktor Penegak Hukum  

Pada faktor kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis 

adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya 

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi 

keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.  

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, dalam hal ini 

penegak hukum adalah para pihak yang langsung berkaitan di bidang 

penegakan hukum. Pengakan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah 

sesuai dengan perannya masing-masing.3  

 

 

                                                           
2 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 
1986 
3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 
1986 
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

 Sarana dan fasilitas merupakan unsur-unsur pembantu yang penting dalam 

upayakan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak 

mungkin penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh hukum itu sendiri. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas 

yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam 

melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana 

atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas 

hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan 

istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas 

elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus 

secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk 

kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. 4 

4.  Faktor Masyarakat 

Faktor Masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya 

suatu hukum yang ada karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 

hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk kedamaian masyarakat itu sendiri. 5 

5. Faktor kebudayaan  

Kebudayaan, Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa 

yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk 

(sehingga dihindari). Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh 

yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-

cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social 

planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan 

masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam 

                                                           
4 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 
1986 
5 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 
1986 
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masyarakat. Adanya alatalat komunikasi tertentu merupakan salah satu 

syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum 

tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang 

terorganisasi dengan resmi.6 

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak 

perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain 

menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut 

mematuhi  hukum.Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang 

dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan 

oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang 

dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-

undang.  

Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji 

implementasi  dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku 

tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah 

tercapai tujuan dan maksudnya.7 

2.1.2 Pengertian Penyidik 

 

Penyidik mempunyai peran penting dalam melakukan suatu identifikasi 

dan pendalaman terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana. Penyidik merupakan organ negara yang mempunyai wewenang 

melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi 

terang.Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Kejaksaan diatur pada 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

                                                           
6 Soerjono saoekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum,Jakarta,Raja 
Grafindo,persada. 
7Soerjono Soekanto.Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi.Bandung.CV.Ramadja 
Karya.1988.Hal.80. 
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Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pada Pasal 45 

ayat (1) berbunyi penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf b, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi 

dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki 

bersumber pada ketentuan UndangUndang Pidana Khusus, yang telah 

menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. 

Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan 

dalam BAB IV Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 7 Ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), yaitu: 

 a. Menerima laporan/dari seseorang tentang adanya tindak pidana.  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

 c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal     

    diri tersangka.  

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.  

g. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

 h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. Mengadakan penghentian penyidikan.  

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pasal 1 ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai 

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.  

 Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian 

opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat 

(Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi 

penyidikan sebagai berikut:  

   “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.”8 

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-

tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau 

tidaknya dugaan telah terjadianya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu 

keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan 

perundanganundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan 

alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus 

menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan 

penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu 

peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. 

                                                           
8 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, 
Malang, 2005, hlm.380-381. 
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 Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan 

mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat 

menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.Salah satu 

rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak 

pidana korupsi adalah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak 

pidana ataupun tindak pidana korupsi. 9 

  Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian 

tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau 

tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. 

    Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari 

adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya. 

Jaksa  mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan undang-

undang.penyidik juga diatur dalam pasal 30 ayat(1) undang-undang nomor 16 

tahun 2004 tentang kejaksaan.10 

       Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum 

Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :Usaha dan tindakan untuk 

mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak 

pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta 

siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu. 

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 adalah : 

       “Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan 

fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang 

                                                           
9 Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19  
10 Mahendra oka 1993 Undang-undang kejaksaan menetapkan kedudukan dan peranan 
kejaksaan,jakarta,pustaka,sinar harapan. 
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merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik 

dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian 

tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut 

tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang 

terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau 

terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, 

berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada 

penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.11 

penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 

KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik 

untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung 

kenyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. 

 Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa 

perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara 

mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum 

sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana 

(kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang 

di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak 

lain di peristiwa tersebut. 

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang 

melakukan penyidikan tersebut Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. 

Penyidik pegawai Negeri sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku 

penyidik  dan mempunyai kewenagan untuk melakukan penyidikan tindak 

                                                           
11 M.Yahya Harahap,Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan 
penuntutan,sinar Grafika,Jakarta 2008.hlm.109. 
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pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing. 

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan 

bahwa penyidik adalah : 

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, 

maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu 

ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan 

Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan 

kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan 

umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan 

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat 

kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain 

adalah sebagai berikut: 1) Pejabat penyidik penuh 2) Penyidik 

pembantu egeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf 

b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan 

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang 

mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang 

telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada 

salah satu Pasal 28. Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam 

sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan oleh 

penyelidik, penyidikan oleh penyidik sampai pelaksanaan putusan 

oleh petugas lapas. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat 

melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan 

merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 

Ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur 

secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu: 
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a) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh 

cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik 

tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. 

b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 

c)  Penghentian penyidikan demi hukum.  

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses 

penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut 

Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas 

lembaga pemasyarakatan12 

     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), 

dirumuskan penyidik adalah : (1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat 

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat : 

a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling 

rendah sarjana strata satu atau yang setara;  

b)  Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 

c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse 

kriminal;  

d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

dan  

e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 

        selain pengertian diatas kewenangan jaksa sebagai penyidik daam tindak 

pidana khusus perkara tindak pidana korupsi memang telah mempunyai 

kekuatan Hukum yang sah dan diatur secara khusus.Dimana kewenangan 

jaksa  sebagai penyidik diatur dalam peraturan jaksa agung.13 

                                                           
12 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 
Jakarta, Sinar Grafika, 2010 
 
13 Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 
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Selain itu pengertian penyidik tercantum dalam pasal 1 ayat 2 KUHP 

yaitu”penyidikan adalah serangkain tindakkan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.terdapat unsur-unsur 

penyidik yaitu: 

a) Penyidik merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan. 

b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik 

c) Penyidik dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

d) Tujuan penyidik ialah mencari dan mengumpulkan yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana yang terjadi  dan menemukan 

tersangkanya.14 

 

2.1.3 Tugas dan Wewenang Penyidik 

Pelaksaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan 

dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi 

menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam 

pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu 

peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik. Penyidikan yang 

dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat 

tersangka sebagai manusia. 

 Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek 

dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan oleh tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus 

tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan 

mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga 

tidak bersalah).Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana 

                                                           
14 Mursalim, 2017, Kewenangan Penyidik  Dalam Penanganan Tindak Pidana korupsi Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila 

diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. 

 Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus 

tetap menjunjung peri kemanusiaan dan beradap. Mengigat kekuasaan 

penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan 

penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh 

penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia. 

Wewenang penyidik yaitu sebagai berikut: Saat memulai 

penyidikan, penyidik harus mengetahui dan memperhatikan wewenangnya. 

Wewenang penyidik yaitu sebagai berikut:  

a) Penyidik menerima adanya laporan pengaduan tentang terjadinya suatu 

peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana;  

b) Melakukan tindakan pertama kali saat di tempat kejadian perkara; 

c) Menyuruh berhenti tersangka, lalu memeriksa tanda pengenal 

tersangka; Penyidik dapat melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan serta penyitaan;  

d)  Melakukakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat; 

e) Penyidik diperbolehkan mengambil sidik jari seseorang, dan memotret; 

f) Memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa dan didengar 

keterangannya;  

g)  Bila dibutuhkan, penyidik dapat memanggail orang ahli dalam 

pemeriksaan perkara;  

h) Penyidik dapat menghentikan penyidikan.  

i) Penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab  

2.2.LANDASAN KONSEPTUAL  

2.2.1 Konsep Hambatan 

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan; 
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rintangan.1 Hambatan lebih cenderung pada hal negatf karena dapat 

menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. 

 Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau 

pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat proses 

pelaksanaan proyek konstruksi didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat 

merintangi, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan konstruksi.  

Menurut Oemar  Hambatan adalah segala sesuatu yang 

menghalangi,merintangi,menghambat yang ditemui manusia atau individu 

dalam kehidupannya  sehari-hari yang datangnya silih berganti,sehingga 

menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai 

tujuan.  

selain dari Oemar diatas Hambatan dalam kamus Bahasa Indonesia 

berarti menentang, memperhambat, kendala, tidak  lancar,atau suatu hal yang 

ikut menyebabkan kesulitan dalam proses belajar dan pembelajaran.15 

2.2.2 Pengertian Kejaksaan  

   Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan 

negara, khususnya di bidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu 

kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.  Kejaksaan sebagai salah 

satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 

menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian 

dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System di Indonesia 

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang 

menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN). 

                                                           
15 www@.id.artikel.cendekiawan.konsep.Hambatan  

mailto:www@.id.artikel.cendekiawan.konsep.Hambatan
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           Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI 

sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara 

merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). 

         Selain pengertian diatas kejaksaan mempunyai Tugas dan fungsinya 

yaitu: Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi 

jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang 

hukum.16 

     Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a) Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian 

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan 

presiden; 

b) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan 

manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan 

atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; 

c) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang 

berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di 

bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, 

pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata 

usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin 

kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan 

kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden; 

d) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim 

                                                           
16 Mursalim, 2017, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Vol 1 No 3 
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karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; 

e) Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di 

pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah 

dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat; dan 

f) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta 

pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas 

pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. 

        Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu 

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran 

berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan 

kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

2.2.3 Pengertian tindak pidana korupsi 

Korupsi berasal dari bahasa latin ―corruptio‖ atau ―corruptus‖, yang 

kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis ―corruption‖ 

bahasa Belanda ―corruptie‖ yang kemudian muncul pula dalam bahasa 

Indonesia ―korupsi‖.  

 Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai 

―KKN‖ (korupsi, kolusi, nepotisme). ―Korupsi‖ selama ini mengacu kepada 

berbagai ―tindakan gelap dan tidak sah‖ (illicit or illegal activities) untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian 

berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada 

―penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan 

pribadi‖. 16 Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering 

digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi:  
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a. Korupsi yang berpusat pada kantor publik (public Office 

centered corruption). Philip mendefinisikan korupsi sebagai 

tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang 

dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu 

yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan 

teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: 

pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan 

(ascriptive), bukan merit. 

b. Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap 

kepentingan umum (public interest-centered). Dalam 

kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang 

kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, 

melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orangorang 

dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, 

tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik.  

c. Korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) yang 

berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan 

publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka 

analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau 

kelompok menggunakan korupsi sebagai ―lembaga‖ ekstra 

legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. 

Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses 

pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan 

korupsi daripada pihak-pihak lain. 

korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) 

gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan 

wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan 

lainnya. 
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Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 

merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat 

dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi 

dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di 

bawah kekuasaan jabatannya.  

Kartono menjelaskan Korupsi adalah tingkah laku individu yang 

menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, 

merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan 

pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus 

terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang 

dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan 

senjata) untuk memperkaya diri sendiri. 

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan 

tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara Melihat 

dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi 

maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan 

jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di 

departemen swasta maupun departeman pemerintahan. Korupsi sendiri dapat 

muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu 

untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan 

antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. 

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai 

sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan 

penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan 
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kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh 

kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.  

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang 

tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi 

kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi dapat 

digolongkan sebagai extra ordinary crime sehingga harus diberantas. 17 

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda 

pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai 

bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia 

internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara 

yang bersangkutan. 

Pengertian Tindak Pidana Korupsi  adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut 

melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut 

pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur 

sebagai. berikut : 

 a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana 

 b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi 

 c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

 Tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa 

prilaku atau tindakan korupsi lainnya:  

a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan) 

 b. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan 

 c. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang 

 d. menerima grativikasi.  

 

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang 

dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan 

baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan 

                                                           
17 Hartanti, Evi, 2012, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. 
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menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang 

menjabat di departemen swasta maupun departeman pemerintahan. Korupsi 

sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka 

dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat 

membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan. 18 

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini 

sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat 

memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi 

masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif 

setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian 

negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pasal 2, 3, dan 4. 

 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum 

yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara 

dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi 

adalah:  

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

2.  Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999) 

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini 

dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting 

untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-

undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, 

                                                           
18 Toegarisman, Adi, 2016, Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi, Jakarta: Kompas. 
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pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana 

sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 

 Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana 

korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, 

dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah 

dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. 

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah 

dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. 

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya 

merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.19 

2.2.4   Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 

           Unsur-unsur  tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan 

pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No.20 Tahun 

2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu: 

          Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:“Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah). 

Dari Uraian diatas terdapat unsur-unsur  pasal 2 ayat (1)  sebagai berikut: 

i. Melawan Hukum: 

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan: “Yang dimaksud 

dengan secara Yang dimaksud dengan“secara melawan hukum” dalam 

Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 

dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 

peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut 

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

                                                           
19 Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Edisi Revisi 2007, Jakarta. 
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norma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat 

dipidana.” Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang 

tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap 

telah melawan hukum.Sedangkan, sifat melawan hukum materiel artinya 

melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak 

dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: 

ii. Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti 

“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. 

Untuk menelaahnya dari sudut pandangbahasa, “memperkaya...” 

berasal dari suku kata “kaya”. “kayak” artinya mempunyai harta yang 

banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih 

kaya.Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa 

perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada. 

      Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata 

“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi 

cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 

dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formiel 

(formieldelict) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik 

materiel (materiel delict). 20 

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU 

PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu: 

 

 

                                                           
20 Istilah “Melawan Hukum” digunakan dalam tulisan ini mengikuti istilah Undang-Undang dan 
Praktik Penegak Hukum, meskipun secara teoritis dalam kepustakaan Ilmu Hukum, istilah 
”Melawan Hukum” dinilai kurang tepat karena Hukum tidak boleh dilawan melainkan hanya 
boleh dilanggar. 
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a. Kerugian Negara; 

     Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 

22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, 

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, 

dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa 

setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku 

dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan 

juga tidak menutup kemungkinan untukn dituntut pidana. 

b. Keuangan Negara; 

      Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 

1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.   

c. Perekonomian Negara; 

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan 

Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut: “Perekonomian 

negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun 

usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 

pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

bertujuan memberikan manfaar, kemakmuran, dan kesejahteraan 

kepada seluruh kehidupan masyarakat”. Rumusan pasal 3 adalah: 

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
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kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Unsur-unsur pasal 3 adalah: 

d. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatukorporasi 

e. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranyang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan 

f. Yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomianNegara.21 

 Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan 

secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti 

formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan 

tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut 

dapat dipidana. 

 Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti 

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001Unsur-unsur 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang 

Nomor 31 Tahun 1999 adalah: 

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat 

dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu: 

                                                           
21 Roeslan Saleh,1962,Sifat melawan Hukum.penerbit Yayasan Badan  penerbit Gadjah 
Mada,Jogjakarta 
 Halaman 6..Moh. Hatta Beberapa masalah penegakan Hukum unsur-unsur tindak pidana korupsi 
pidana Umum dan pidana khusus,Iberty Yogyakarta,Hal 149. 
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2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka 

tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan 

atau pengurusnya. 

3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja 

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 

korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 

4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) dapat diwakili orang lain. 

6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri 

di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut 

dibawa ke sidang pengadilan. 

7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 

panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut 

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat 

pengurus berkantor. 

8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana 

denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) 

9. Melawan hukum baik formil maupun materil. 

10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 

11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. 

12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

13. Sebab-sebab Korupsi22 

                                                           
22 Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69. 
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Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur 

yang Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.23 

a. Unsur Subjektif 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dantermasuk ke dalamnya yaitu 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya 

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut: 

a) Kesengajaan atau kelalaian. 

b)  Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatanpencurian, 

penipuan, pemerasan,  pemalsuan dan lain lain. 

d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan 

menurut Pasal 340 KUHP. 

e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindakpidana 

menurut Pasal 308 KUHP. 

b. Unsur Objektif 

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu 

tindak pidana adalah 

sebagai berikut:24 

a) Sifat melawan hukum. 

b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 

melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 

                                                           
23 Adami Chazawi (i),op,cit,halaman 82. 
24.Lihat Ny.Komariah Emong Sapardjaja,2002 ajaran sifat melawan Hukum material dalam hukum 
pidana indonesia,penerbit alumni,jakarta,halaman 23. 
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c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan kenyataan sebagai akibat.  

      Dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan 

tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya 

dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan 

demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan 

negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan 

negara atau berkurangnya keuangan negara. 

Pompe merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

1. Wederrechtelijkheid(unsur melawan Hukum) 

2. Sculd(unsur kesalahan) 

3. Subsociale(unsur bahaya/ganguan/merugikan 

2.2.5 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup 

pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak 

lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang 

paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan 

(habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan 

menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang 

lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit 

korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya 

merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi 

menjadi 7 kelompok tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini 

berhubungan dengan suap-menyuap, kerugian keuangan negara, 

pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan 

benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada tujuh kelompok tindak  

pidana korupsi yang terdiri dari: 
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a. Kerugian keuangan Negara 

Pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang 

lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. 

b. Suap menyuap 

Suap menyuap adalah menjanjikan atau memberi sesuatu kepada 

ASN, hakim, advokat, penyelenggara negara agar si penerima mau 

berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam 

jabatannya.Tindak korupsi yang satu ini bisa terjadi antar pegawai 

atau antara pihak luar dengan pegawai  

c. Penggelapan dalam Jabatan 

Ini adalah tindakan dengan sengaja penggelapan uang, pemalsuan 

buku-buku, surat berharga, atau daftar-daftar yang digunakan 

khusus untuk pemeriksaan administrasi.  

d. Pemerasan 

pemerasan adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang 

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara 

menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain.Pemaksaan ini bisa dilakukan untuk memberikan 

sesuatu, menerima pembayaran dengan potongan, membayar, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.  

e. Perbuatan curang  

Perbuatan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk 

kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. 

Contohnya seperti pemborong atau penjual bahan bangunan 

melakukan perbuatan curang pada saat membuat gedung 

pemerintahan. Perbuatan mereka ini dapat membahayakan 

keamanan masyarakat atau barang-barang milik pemerintah. 
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f. Benturan atau pengadaan 

 adalah tindakan dengan sengaja ikut serta dalam suatu kegiatan 

pengadaan, pemborongan atau persewaan. Biasanya, ini sering 

dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang bertugas 

mengurus atau mengawasi . 

g. Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang dianggap sebagai pemberian suap jika 

berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan 

kewajiban tugasnya.25 

2.2.6 Tindak pidana korupsi dana Desa 

             Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat 

merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Menurut perspektif 

hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian sudah mencakup pada 

setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13.  

Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana 

lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.Korupsi menjadi berita 

paling tenar di Negara Indonesia ini,setiap tahun ada saja pejabat yang 

terseret kasus  korupsi.segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk 

memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi terus 

berkeliaran dan tumbuh subur diseluruh wilayah indonesia. 

 Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa 

merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun 

perekonomian negara maupun desa. 

                                                           
25 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk 

Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006. 

https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi
https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi
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 Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala 

desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Korupsi menyebabkan 

kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem 

perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem 

pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, dan korupsi berdampak 

pada psikologis orang terdekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan 

dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya 

edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat). 

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keunagan Negara 

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan Negara,serta UU 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keunagn Negara,serta UU  Nomor 15 Tahun 2006 

tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara maka 

penggunaanya harus diaudit oleh BPK.26 

2.2.7 Dana desa 

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat 

menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah hal ini dikarenakan 

sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan 

keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten. 

Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada 

keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari 

pemerintah pusat kepadaa pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting 

adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan 

sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

                                                           
26 Halif. 2012. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang 
Pencucian Uang. Jurnal Anti Korupsi, Vol 2, No 2. 
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Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai 

dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang 

ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 1 ayat 12) .  

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia11 . Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: 

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan 

dana desa ini digunakan  untuk membiayai penyelenggara 

pemerintah,pelaksanaan pembagunan,pembinaan,kemasyarakatan,dan 

pemberdayaan dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik 

Indonesia (pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa).ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
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desa, pendapatan desa yang bersumber dari  alokasi APBN atau dana 

Desa,bersumber dari belanja pusat dengan mengidentifikan program yang 

berbasis desa secara merata dan berkeadilan. 

Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua 

orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah 

kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi 

pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, Masyarakat 

diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan 

penggunaan dana desa. 

 Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 

Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang 

kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga 

setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa 

dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan 

mengembangkan desanya masing-masing.27 

Selain pengertian di atas Menurut buku saku dana desa dan menurut 

yang diterbitkan oleh menteri keuangan 2017 mendefenisikan dana desa  

sebagai anggran yang berasal dari APBN  yang ditujukan khusus untuk desa  

dalam rangka untuk melakukan pembangunan  dan pemberdayaan 

masyarakat  melalui dana APBD kota atau kabupaten menurut peraturan 

pemerintah Nomor 60 tahun 2004 tentang dana desa adalah dana yang 

bersumber dari anggran  pendapatan dan belanja Negara  yang diperuntuk 

bagi desa.28 

 

 

                                                           
27 Sukasmanto. 2014. Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi. Indonesia Anti-
Corruption Form. 
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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2.2.8 Tujuan dana Desa 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana 

desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan 

pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan. 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan 

keadilan dan kearifan lokal. 

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa 

6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. 

7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes).29 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi 

dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah 

desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya 

operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan  70%  dana 

desa  dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan 

sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, 

kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk 

mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga 

masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi 

                                                           
29 Agus Subroto. (2000). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Program Studi Magister Sains 
Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.  

https://www.pengadaan.web.id/2019/10/bumdes.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/10/bumdes.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/06/badan-permusyawaratan-desa-bpd-tugas-fungsi-anggota-dan-gajinya.html
https://www.pengadaan.web.id/2020/01/biaya-operasional-perusahaan.html
https://www.pengadaan.web.id/2020/01/biaya-operasional-perusahaan.html
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masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa 

seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.30 

       Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan 

kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta 

penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan 

untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi 

dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes 

setiap tahunnya, melalui: 

 

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: 

 Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 

 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan 

 Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, 

yang diantaranya dapat meliputi: 

 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa; 

 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani; 

 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa; 

 Pembangunan energi baru dan terbarukan; 

 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 

 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 

 Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal 

guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan 

wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi 

masyarakat desa. 

 

                                                           
30 I wayan Saputra. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan 
Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2012”. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) 
Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana 

Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota 

untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan 

Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 

APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada 

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi: 

 1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD). 

 2. Anggaran Dana Desa.  

3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.  

4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten. 

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel 

Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) 

yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana 

Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel 

Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen 

Tambahan 30%. 

b)  Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot 

Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau 

Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel 

Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional 

Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan untuk mengurangi kesenjangan 
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kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa 

secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat 

di desa.  

 Peramendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Anggaran  

1) Indikator Pendidikan Dasar.  

2)  Indikator Kesehatan.  

3) Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan 

merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-

masing daerah yang meliputi sebagai berikut :  

a) Indikator Jumlah Penduduk. 

b)  Indikator Luas Wilayah.  

c)  Indikator Potensi Ekonomi (PBB).  

d)  Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun). 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 

Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d 

disebutkan “anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) 

Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". 

Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana 

desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang 

berbasis desaSumber-Sumber Keuangan Desa Keuangan desa adalah semua 

hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 31 

                                                           
31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. 
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Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan 

oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud 

dengan keuangan desa. 

Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan 

kewenangan desa tang mencangkup penyelenggaran pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan 

demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk 

menandai kewenangan tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa 

sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:  

a) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, 

dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;  

b) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% 

(sepuluh/seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota 

sebagian diperuntukkan bagi desa; 

c) Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh/seratus), 

yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang 

merupakan Alokasi Dana Desa32 

 

 

 

 

                                                           
32 I wayan Saputra. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ,Jurnal Jurusan Pendidikan 
Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016. 
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